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Abstrak		
Menurut	Undang-Undang	Nomor	2	Tahun	1960	tentang	Perjanjian	Bagi	Hasil,	perjanjian	harus	
dibuat	 tertulis	 di	 hadapan	 kepala	 desa.	 Namun,	 di	 Gampong	 Blang	 Baro	 dan	Dusun	 Blang	
Sunong,	perjanjian	dilakukan	secara	lisan	tanpa	bukti	tertulis.	Saat	gagal	panen	terjadi,	kasus	
pertama	 memunculkan	 sengketa	 karena	 pemilik	 lahan	 tetap	 menuntut	 hasil	 sesuai	
kesepakatan,	 sedangkan	 pada	 kasus	 kedua	 tidak	 ada	 masalah	 karena	 hasil	 panen	 yang	
berkurang	 tidak	 dipermasalahkan.	 Permasalahan	 ini	 muncul	 karena	 ketiadaan	 perjanjian	
tertulis.	 Penelitian	 ini	 bertujuan	 untuk	 mengetahui	 dan	 menjelaskan	 pelaksanaan	 serta	
penyelesaian	 sengketa	 dalam	 perjanjian	 bagi	 hasil	 (mawah)	 lahan	 pertanian	 di	 Gampong	
Blang	 Baro,	 Kecamatan	 Bandar	 Baru,	 Kabupaten	 Pidie	 Jaya.	 Pendekatan	 yang	 digunakan	
adalah	yuridis	 sosiologis	dengan	 teknik	pengumpulan	data	melalui	penelitian	kepustakaan	
dan	lapangan.	Hasil	penelitian	menunjukkan	bahwa	pelaksanaan	perjanjian	mawah	di	kedua	
lokasi	 tersebut	 dilakukan	 secara	 lisan,	 berdasarkan	 asas	 kepercayaan	 dan	 adat,	 serta	
pembagian	hasil	sesuai	kesepakatan.	Dalam	dua	kasus	yang	dikaji,	ditemukan	perbedaan	sikap	
terhadap	gagal	panen:	satu	kasus	berujung	perselisihan	karena	pemilik	tetap	menuntut	bagian	
meski	 terjadi	 kerugian,	 sementara	 kasus	 lain	 berakhir	 damai	 karena	 kedua	 pihak	 sepakat	
menanggung	kerugian	bersama.	Secara	hukum,	pelaksanaan	perjanjian	ini	tidak	sesuai	Pasal	
3	dan	4	Undang-Undang	Nomor	2	Tahun	1960,	yang	mengatur	kewajiban	membuat	perjanjian	
tertulis	di	depan	kepala	desa	dan	jangka	waktu	bagi	hasil.	Penyelesaian	sengketa	dilakukan	
melalui	mekanisme	 adat	 gampong	 dan	 sengketa	 di	 Gampong	 Blang	 Baro	 berakhir	 dengan	
damai.	
Kata	Kunci	:	Perjanjian,	Bagi	Hasil,	Lahan	Pertanian.	
	
Abstract	
According	to	Law	Number	2	of	1960	concerning	Profit-Sharing	Agreements,	such	agreements	
must	be	made	in	writing	before	the	village	head.	However,	in	Gampong	Blang	Baro	and	Dusun	
Blang	Sunong,	the	agreements	were	made	orally	without	written	evidence.	When	crop	failure	
occurred,	the	first	case	led	to	a	dispute	because	the	landowner	still	demanded	the	agreed	share,	
while	the	second	case	did	not	cause	any	issues	as	the	reduced	harvest	was	accepted.	This	problem	
arose	due	to	the	absence	of	a	written	agreement.	This	study	aims	to	understand	and	explain	the	
implementation	and	dispute	resolution	of	profit-sharing	agreements	(mawah)	on	agricultural	
land	in	Gampong	Blang	Baro,	Bandar	Baru	District,	Pidie	Jaya	Regency.	The	approach	used	is	
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juridical-sociological,	 with	 data	 collected	 through	 literature	 review	 and	 field	 research.	 The	
research	results	show	that	the	mawah	agreements	in	both	locations	were	conducted	orally,	based	
on	trust	and	customary	principles,	with	profit	sharing	according	to	mutual	agreement.	In	the	two	
cases	studied,	differing	responses	to	crop	failure	were	found:	one	case	ended	in	dispute	because	
the	 landowner	 insisted	on	their	share	despite	 losses,	while	the	other	ended	peacefully	as	both	
parties	agreed	 to	 share	 the	 losses.	 Legally,	 the	 implementation	of	 these	agreements	does	not	
comply	with	Articles	3	and	4	of	Law	Number	2	of	1960,	which	regulate	the	obligation	to	make	
written	agreements	before	the	village	head	and	the	duration	of	the	profit-sharing	agreement.	
Dispute	resolution	was	carried	out	through	customary	village	mechanisms,	and	the	dispute	in	
Gampong	Blang	Baro	ended	peacefully.	
Keywords:	Agreement,	Pro8it-Sharing,	Agricultural	Land.	
	
1. 	PENDAHULUAN	

Indonesia	 sebagai	 negara	 agraris	 sangat	 bergantung	 pada	 sektor	

pertanian,	 mengingat	 sebagian	 besar	 penduduknya	 bermata	 pencaharian	

sebagai	petani.	Banyak	lahan	dimanfaatkan	untuk	kegiatan	pertanian.	Sebagai	

makhluk	 sosial,	 manusia	 membutuhkan	 orang	 lain	 untuk	 memenuhi	

kebutuhannya.1	 Pertanian	 menjadi	 sektor	 	 yang	 	 masih	 	 potensial	 	 untuk		

digarap	 	 dalam	 rangka	 untuk	 memenuhi	 kebutuhan	 pangan	 manusia	 serta	

sebagai	sumber	penghasilan.2	

Orang	 hidup	 dalam	 masyarakat,	 negara,	 dan	 	 negara	 bagian,	 	 dan		

bergantung	pada	 tanah	 	 untuk	 tempat	 tinggal	 dan	 cara	menghasilkan	uang.		

Masyarakat	 dan	 pemerintah	mengetahui	 	 bahwa	 tanah	 sangat	 penting	 bagi		

kehidupan	 	 dan	 	 kemajuan.	 Pada	 hakikatnya,	 tanah	 merupakan	 salah	 satu	

unsur	 yang	 sangat	 bermanfaat	 di	 dalam	 kehidupan	manusia	 yang	mana	 di	

dalamnya	juga	terdapat	aspek	ekonomi	yang	besar.3	

Menurut	 Pasal	 1313	 Kitab	 Undang-Undang	 Hukum	 Perdata	

(KUHPerdata)	menyatakan	bahwa	“Perjanjian	adalah	suatu	perbuatan	dengan	

mana	 satu	 orang	 atau	 lebih	mengikatkan	 dirinya	 terhadap	 satu	 orang	 atau	

 
1	Dimyauddin	Djawain,	Pengantar	Fiqih	Muamalah,	Pustaka	Belajar,	Yogyakarta,	2008,	

hlm.	47.	
2	Ana	Liana	Wahyuningrum,	Darwanto,	Penerapan	Bagi	Hasil	Maro	Perspektif	Akad	

Mukhabarah,	 Journal	 of	 Sharia	 Economic	 Law,	 Vol	 3,	 No.	 1,	 2020.	
https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun		

3	 Muhammad	 Khairul	 Ikhwan	 Hudasyah,	 Yulia,	 Herinawati,	 Penyelesaian	 Sengketa	
Tanah	Di	Desa	Mon	Geudong	Kota	Lhouksemawe	(Studi	Putusan	Nomor	11/Pdt.G/2020/PN	
Lsm),	Jurnal	Ilmiah	Mahasiswa	Fakultas	Hukum	Universitas	Malikussaleh,	Vol.	VIII,	No.	1,	2025,	
hlm.	45.	https://doi.org/10.29103/jim]h.v8i1.19316.	
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lebih”.	Berdasarkan	deQinisi	perjanjian	tersebut,	dapat	diidentiQikasi	beberapa	

unsur	yang	terdapat	di	dalamnya	yaitu:	

1. Ada	para	pihak;	
2. Ada	persetujuan	antara	pihak-pihak	tersebut;	
3. Ada	tujuan	yang	akan	dicapai;	
4. Ada	prestasi	yang	akan	dilaksanakan;	
5. Ada	bentuk	tertentu,	baik	lisan	maupun	tulisan;	
6. Ada	syarat-syarat	tersebut.4	

Setiap	 orang	 berhak	 membuat	 perjanjian	 dengan	 bebas,	 asalkan	

memenuhi	 syarat	 sahnya	perjanjian	dan	 tidak	bertentangan	dengan	hukum,	

norma	 kesusilaan,	 serta	 ketertiban	 umum.	 Bentuk	 perjanjian	 dapat	

digolongkan	menjadi	dua	macam,	yaitu	perjanjian	tertulis	dan	perjanjian	lisan.	

Perjanjian	tertulis	 ialah	suatu	perjanjian	yang	dibuat	oleh	para	pihak	dalam	

tulisan,	 sedangkan	 perjanjian	 lisan	 ialah	 suatu	 perjanjian	 yang	 dibuat	 oleh	

para	pihak	dalam	bentuk	lisan.5	

Aceh	 merupakan	 salah	 satu	 provinsi	 di	 Indonesia	 yang	 memiliki	

keistimewaan	dalam	penyelenggaraan	kehidupan	beragama,	adat,	pendidikan,	

serta	 peran	 ulama	 dalam	 kebijakan	 daerah.	 Keistimewaan	 ini	 merupakan	

bentuk	pengakuan	negara	atas	perjuangan	dan	nilai-nilai	hakiki	masyarakat	

Aceh	yang	diwarisi	secara	 turun-temurun	sebagai	 landasan	spiritual,	moral,	

dan	kemanusiaan.6	

Kasus	sengketa	bagi	hasil	terjadi	di	Gampong	Blang	Baro,	Kecamatan	

Bandar	Baru,	 Pidie	 Jaya	pada	2023	 antara	Ramli	 Ishak	 (pemilik	 lahan)	 dan	

Mujiburrahman	(penggarap).	Keduanya	sepakat	secara	lisan	untuk	pembagian	

hasil	 panen:	 60%	 untuk	 pemilik	 dan	 40%	 untuk	 penggarap,	 tanpa	 bukti	

tertulis	 atau	 saksi.	 Pada	 panen	 pertama,	 hasil	 melimpah	 dan	 pembagian	

berjalan	lancar.	Namun,	panen	berikutnya	gagal	akibat	serangan	hama	wereng	

 
4	P.N.H	Simanjuntak,	Hukum	Perdata	Indonesia,	Cet	1,	Prenadamedia	Group,	Jakarta,	

2015,	hlm.	286.	
5	H.S,	Salim,	Hukum	Kontrak	Teori	&	Teknik	Penyusunan	Kontrak,	Cet.	4,	Sinar	Gra]ika,	

Jakarta,	2006,	hlm.	166.	
6	 Hasan	 Basri,	 Kedudukan	 Syariat	 Islam	 di	 Aceh	 dalam	 Sistem	 Hukum	 Indonesia,	

KANUN	 Jurnal	 Ilmu	 Hukum,	 Vol.	 13,	 No.	 3,	 2011,	 hlm.	 87.		
https://scholar.google.com/citations?user=vb0YXDMAAAAJ&hl=id		
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yang	melanda	sawah	di	wilayah	tersebut,	termasuk	lahan	milik	Ramli.	

Akibat	 gagal	 panen,	 Mujiburrahman	 merasa	 kerugian	 tidak	

sepenuhnya	tanggung	jawabnya	dan	meminta	bantuan	modal	dari	Ramli	Ishak	

untuk	musim	tanam	berikutnya.	Namun,	Ramli	menolak	dengan	alasan	sistem	

mawah	 hanya	 berlaku	 saat	 ada	 keuntungan.	 Konflik	 memuncak	 ketika	

Mujiburrahman	 mengambil	 hasil	 panen	 dengan	 rasio	 50:50	 tanpa	 izin,	

sehingga	 Ramli	 merasa	 dirugikan.	 Sementara	 itu,	 di	 Dusun	 Blang	 Sunong,	

sistem	bagi	hasil	60:40	juga	dilakukan	secara	lisan,	namun	saat	gagal	panen	

tidak	menimbulkan	konflik	antar	pihak.	

Penelitian	 ini	mengkaji	 dua	 kasus.	 Pada	 kasus	 pertama,	meski	 gagal	

panen,	pemilik	lahan	tetap	menuntut	bagiannya	dan	menolak	memberi	modal	

jika	tidak	dipenuhi.	Pada	kasus	kedua,	meskipun	hasil	panen	menurun,	kedua	

pihak	 tidak	mempermasalahkannya.Perbedaan	 ini	 terjadi	 karena	 perjanjian	

dilakukan	 secara	 lisan	 tanpa	 bukti	 tertulis.	 Secara	 hukum,	 praktik	 tersebut	

tidak	sesuai	dengan	Undang-Undang	Nomor	2	Tahun	1960	tentang	Perjanjian	

Bagi	Hasil	yang	mewajibkan	perjanjian	dibuat	tertulis,	di	hadapan	Kepala	Desa,	

dan	disahkan	oleh	Panitia	Bagi	Hasil. 

Berdasarkan	permasalahan	di	atas	maka	penelitian	ini	bertujuan	untuk	

mengetahui	dan	menjelaskan	Pelaksanaan	dan	penyelesaian	sengketa	dalam	

perjanjian	 bagi	 hasil	 (mawah)	 lahan	 pertanian	 di	 Gampong	 Blang	 Baro	

Kecamatan	Bandar	Baru	Kabupaten	Pidie	Jaya.	
NO	 Penulis	 dan	

Tahun	
Judul	 Penelitian	
Terdahulu	

Fokus	 dan	 temuan	
Utama	

Keterbatasan/	Gap	
dalam	 Penelitian	
Terdahulu	

Rencana	
Penelitian	Baru	

Kebaruan	
	yang	Ditawarkan	

1	 Syauqas	
Qardhawi	
20197	

Pelaksanaan	
Sistem	Bagi	Hasil	
(mawah)	 Dalam	
Akad	
Mudhārabah	

Fokus:	
Pelaksanaan	
sistem	 bagi	 hasil	
(mawah)	 dalam	
akad	 mudhārabah	

Penelitian	 lebih	
menitikberatkan	
pada	 pembagian	
hasil	 dan	 praktik	
ekonomi	 dalam	

Penelitian	
penulis	 berfokus	
pada	
pelaksanaan		dan	
penyelesaian	

Kebaruan	
penelitian	ini	
adalah	
menegaskan	
kewajiban	

 
7	 Syauqas	 Qardhawi,	 Pelaksanaan	 Sistem	 Bagi	 Hasil	 (mawah)	 Dalam	 Akad	

Mudhārabah	Pada	Peternak	Sapi	di	Gampong	Pango	Raya	Kecamatan	Ulee	Kareng	Banda	Aceh,	
Skripsi,	Fakultas	Ekonomi	Dan	Bisnis	Islam	Universitas	Islam	Negeri	Ar-Raniry,	Banda	Aceh,	
2019,	hlm.	6.		https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/10034/2/SKRIPSI%20FULL.pdf.		
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Pada	 Peternak	
Sapi	di	Gampong	
Pango	 Raya	
Kecamatan	 Ulee	
Kareng	 Banda	
Aceh	

di	Gampong	Pango	
Raya	 Kecamatan	
Ulee	Kareng	
	
Temuan	 Utama:	
Hasil	
penelitiannya	
adalah	 bahwa	
pelaksanaan	
sistem	 bagi	 hasil	
(mawah)	 dalam	
akad	 mudhārabah	
yang	 dilakukan	
antara	 shāhibul	
māl	 dan	mudhārib	
di	Gampong	Pango	
Raya.		

akad	 mudhārabah,	
namun	 belum	
mengkaji	 aspek	
hukum	 adat,	
penyelesaian	
sengketa,	 atau	
dampak	 sosial	
budaya	 terhadap	
pelaksanaan	
mawah	 di	
masyarakat.	

sengketa	 dalam	
pelaksanaan	
perjanjian	 bagi	
hasil	 (mawah)	
lahan	 pertanian	
di	 Gampong	
Blang	 Baro	
Kecamatan	
Bandar	 Baru	
Kabupaten	 Pidie	
Jaya.	
	

membuat	
perjanjian	bagi	
hasil	secara	
tertulis	di	depan	
kepala	desa	sesuai	
Pasal	3	UU	No.	2	
Tahun	1960,	guna	
menghindari	
kesalahpahaman.	
Hal	ini	belum	
dibahas	dalam	
penelitian	Syauqas	
Qhardawi	yang	
hanya	
menjelaskan	
pelaksanaan	
sistem	bagi	hasil	
(mawah)	dalam	
akad	mudhārabah	
pada	peternak	sapi	
di	Gampong	Pango	
Raya,	Ulee	Kareng.	
	

2	 Muhammad	
Fajrul		
20248	

Sistem	Bagi	Hasil	
Akad	 Muzara’ah	
Pada	 Masyarakat	
Petani	Penggarap	
Dan	 Pemilik	
Lahan	 Di	 Desa	
Sengka	
Kecamatan	
Bontonompo	
Selatan	
Kabupaten	Gowa	

Fokus:	 penerapan	
bagi	 hasil	 akad	
muzara’ah	 dan	
tinjauan	 ekonomi	
Islam	 terhadap	
penerapan	 bagi	
hasil	 akad	
muzara’ah	 pada	
masyarakat	 petani	
penggarap	 dan	
pemilik	 lahan	 di	
Desa	 Sengka	
Kecamatan	
Bontonompo	
Temuan	utama	:		
Hasil	penelitian	
menunjukkan	
bahwa	praktik	
kerja	sama	
masyarakat	
setempat	masih	
kuat	dengan	nilai	
sosial,	seperti	
tolong-menolong	
yang	mempererat	

Penelitian	
berfokus	 pada	
nilai-nilai	 sosial	
dan	 syariat	 Islam,	
namun	 belum	
dianalisis	 secara	
mendalam	 apakah	
praktik	 tersebut	
juga	 telah	 sesuai	
dengan	 Undang	 -
Undang	 Nomor	 2	
Tahun	 1960	 dan	
hukum	 perdata	
tentang	perjanjian.	

Penelitian	
penulis	 berfokus	
pada	
pelaksanaan	 dan	
penyelesaian	
sengketa	 dalam	
pelaksanaan	
perjanjian	 bagi	
hasil	 (mawah)	
lahan	 pertanian	
di	 Gampong	
Blang	 Baro	
Kecamatan	
Bandar	 Baru	
Kabupaten	 Pidie	
Jaya.	
	

Kebaharuan	 yang	
ditawarkan	 agar	
adanya	 aturan	
yang	
mengharuskan	
aparat	 gampong	
melakukan	
sosialisasi	
mengenai	
pentingnya	
pembuatan	
perjanjian	 secara	
sah	 dan	 tertulis	
yang	 belum	 di	
singgung	 dalam	
penelitian	
terdahulu	 yang	
dilakukan	 oeh	
Muhammad	Fajrul		
Yang	 hanya	
berfokus	 Pada	
penerapan	 bagi	
hasil	 akad	
mudhārabah	 dan	
tinjuan	 ekonomi	

 
8	 Muhammad	 Fajrul,	 Sistem	 Bagi	 Hasil	 Akad	 Muzara’ah	 Pada	 Masyarakat	 Petani	

Penggarap	Dan	Pemilik	 Lahan	Di	Desa	 Sengka	Kecamatan	Bontonompo	Selatan	Kabupaten	
Gowa,	 Skripsi,	 Fakultas	 Agama	 Islam	 Universitas	 Muhammadiyah	 Makassar,	 2024,	 hlm,	 6.	
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/40919Full_Text.pdf	
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persaudaraan	
antara	penggarap	
dan	pemilik	lahan.		

islam	 daam	
perjanjian	itu	

3	 Muhammad	
Sahal		
20209	

Pelaksanaan	
Sistem	Bagi	Hasil	
(Mawah)	 Pada	
Peternakan	 Sapi	
Di	Gampong	Lam	
Ara	 Cut	
Kecamatan	 Kuta	
Malaka	
Kabupaten	 Aceh	
Besar	

Penelitian	 ini	
mengkaji	
pelaksanaan	
sistem	 bagi	 hasil	
(mawah)	 dalam	
peternakan	sapi	di	
Gampong	Lam	Ara	
Cut,	 Kecamatan	
Kuta	Malaka,	 serta	
meninjau	 praktik	
tersebut	 dari	
perspektif	
Ekonomi	 Islam.	
Sistem	 mawah	
dipraktikkan	
masyarakat	
sebagai	 bentuk	
kerja	 sama	 antara	
pemilik	 dan	
pengelola	 ternak	
dengan	pembagian	
hasil	 tertentu.	
Metode	 penelitian	
yang	 digunakan	
adalah	pendekatan	
empiris	 melalui	
wawancara	 dan	
observasi.	 Hasil	
penelitian	
menunjukkan	
bahwa	 praktik	
mawah	 pada	
dasarnya	 sejalan	
dengan	 konsep	
akad	 mudhārabah	
dalam	 ]iqh	
muamalah,	
meskipun	 para	
pelaku	usaha	tidak	
menyebut	 atau	
memahami	 istilah	
tersebut,	
melainkan	
menggunakan	
istilah	 lokal	
mawah.	 Kebaruan	

Penelitian	
terdahulu	 hanya	
mengkaji	 masalah	
pelaksaannya	
sistem	 bagi	 hasil	
menurut	
perspektif	
rkonomi	 syariah	
tampa	 melihat	
bagaimana	 jika	
dalam	 pelaksaan	
terjadi	
kesalahpahaman	
sengketa	 dan	
bagaimana	 cara	
menyelesaikannya.	

Penelitian	
penulis	 berfokus	
pada	
pelaksanaan	 dan	
penyelesaian	
sengketa	 dalam	
pelaksanaan	
perjanjian	sistem	
bagi	 hasil	
(mawah)	 lahan	
pertanian	 di	
Gampong	 Blang	
Baro	 Kecamatan	
Bandar	 Baru	
Kabupaten	 Pidie	
Jaya.	
	

Peneitian	 ini	
menghasikan	
kotribusi	 baru	
khususnya	
dibidang	
perjanjian	 bagi	
hasil	 (mawah)	
lahan	 pertanian	
yang	belum	di	kaji	
dalam	 penelitian	
sebelumnya	 yang	
hanya	 membahas	
tentang	 perjanjian	
bagi	 hasil	 hewan	
ternak	 menurut	
perspektif	 hukum	
ekonomi	syariah	

 
9	Muhammad	Sahal,	Pelaksanaan	Sistem	Bagi	Hasil	(Mawah)	Pada	Peternakan	Sapi	Di	

Gampong	 Lam	 Ara	 Cut	 Kecamatan	 Kuta	 Malaka	 Kabupaten	 Aceh	 Besar,	 Skripsi,	 Fakultas	
Ekonomi	 Dan	 Bisnis	 Islam	 Universitas	 Islam	 Negeri	 Ar-Raniry,	 Banda	 Aceh,	 2020,	 hlm.	 8.	
repository.arraniry.ac.id/id/eprint/31234/1/Muhammad	Sahal,	140602180,	FEBi,	ES.pdf	
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penelitian	 ini	
terletak	 pada	
penegasan	
hubungan	 antara	
praktik	 tradisional	
mawah	 dengan	
konsep	
mudhārabah	
dalam	 ekonomi	
syariah,	 yang	
memperkaya	
kajian	 integrasi	
kearifan	 lokal	
dengan	 prinsip	
ekonomi	Islam	
	

4	 Muhammad	
Nouval,	
Faisal	 dan	
Manfarisyah	
202010	

Penerapan	 Nilai-
Nilai	Islam	Dalam	
Penyelesaian	
Sengketa	 Mawah	
(Studi	 Kasus	 Di	
Kabupaten	Pidie)	
	

Fokus:			
prosedur	
penyelesaian	
sengketa	mawah	di	
Kabupaten	 Pidie	
dan	 penerapan	
nilai-nilai	 Islam	
dalam	
penyelesaian	
sengketa	mawah	di	
Kabupaten	 Pidie.	
Sedangkan	
penelitian	 ini	
difokuskan	 pada	
pelaksanaan	
perjanjian	 sistem	
bagi	hasil	(mawah)	
lahan	 pertanian	
dan	 penyelesaian	
sengketa	 dalam	
pelaksanaan	
perjanjian	 bagi	
hasil	 (mawah)	
lahan	 pertanian	 di	
Gampong	 Blang	
Baro	
Temuan	Utama:		
bahwa	
penyelesaian	
sengketa	 baik	
pidana	 ringan	
maupun	 perdata	
(termasuk	mawah)	

Penelitian	ini	lebih	
menyoroti	
mekanisme	
penyelesaian	
sengketa	 melalui	
peradilan	 adat,	
namun	 belum	
membahas	 secara	
menyeluruh	
bagaimana	 bentuk	
dan	 isi	 perjanjian	
mawah	 itu	 sendiri	
dilaksanakan	
apakah	 sesuai	
dengan	 syariat,	
hukum	 adat,	
maupun	peraturan	
perundang-
undangan	 yang	
berlaku,	 seperti	
Undang	 -Undang	
Nomor	 2	 Tahun	
1960.	

Penelitian	
penulis	 berfokus	
pada	
pelaksanaan	 dan	
penyelesaian	
sengketa	 dalam	
pelaksanaan	
perjanjian	 bagi	
hasil	 (mawah)	
lahan	 pertanian	
di	 Gampong	
Blang	 Baro	
Kecamatan	
Bandar	 Baru	
Kabupaten	 Pidie	
Jaya.	
	

Kebahruan	
penelitian	 yang	 di	
tawarkan	 adalah	
proses	
penyelesaian	
sengkata	
perjanjian	 bagi	
hasil	 ahan	
pertanian	 yang	
sesuai	 dengan	
hukun	 adat	 ,	
hukum	 perdata	
dan	 qanun	 aceh	
khususnya	 di	
Gampong	 Blang	
Baro	 yang	 	 belum	
di	 bahas	 secara	
menyeluruh	dalam	
penelitian	
terdahulu	 yang	 di	
lakukan	 oleh	
Muhammad	
Nouval	yang	hanya	
berfokus	
padamekanisme	
penyeleaian	
sengketa	
perjanjian	saja.	

 
10	 Muhammad	 Nouval,	 Faisal,	 dan	 Manfarisyah,	 PENERAPAN	 NILAI-NILAI	 ISLAM	

DALAM	PENYELESAIAN	SENGKETA	MAWAH	(Studi	Kasus	Di	Kabupaten	Pidie),	Jurnal	Fakultas	
Hukum	 Universitas	 Malikussaleh,	 Vol.	 9,	 No.	 2,	 (Oktober	 2021),	 Accessed	 July	 3,	 2025.		
https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/4586.	
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di	Kabupaten	Pidie	
harus	 ditempuh	
melalui	 peradilan	
adat	 gampong	
dengan	 prinsip	
mufakat	 dan	
perdamaian.	
	

	

2.	METODE	PENELITIAN	

Berdasarkan	latar	tersebut	maka	rumusan	masalah	yang	dibahas	pada	

penelitian	 ini	 yaitu	 terkait	 pelaksanaan	 dan	 penyelesaian	 sengketa	 dalam	

pelaksanaan	perjanjian	bagi	hasil	(mawah)	lahan	pertanian	di	Gampong	Blang	

Baro	Kecamatan	Bandar	Baru	Kabupaten	Pidie	Jaya.	

Jenis	 penelitian	 yang	 digunakan	 yaitu	 penelitian	 yuridis	 empiris.	

Penelitian	 hukum	 empiris	 dalam	 Bahasa	 Inggris	 disebut	 empirical	 legal	

research,	 dalam	 Bahasa	 Belanda	 disebut	 dengan	 istilah	 empirical	 legal	

oderzoek	merupakam	salah	satu	jenis	penelitian	hukum	yang	menganalisis	dan	

mengkaji	 bekerjanya	 hukum	 dalam	 masyarakat.11Penelitian	 ini	 digunakan	

karena	penelitian	ini	didasarkan	pada	realita	yang	terdapat	dalam	masyarakat	

dana	 mengkaji	 mengenai	 pelaksanaan	 dan	 penyelesaian	 sengketa	 dalam	

perjanjian	bagi	hasil	(mawah)	lahan	pertanian.	

Pendekatan	 penelitian	 yang	 digunakan	 yaitu	 pendekatan	 yuridis	

sosiologis.	Pendekatan	yuridis	sosiologis	yaitu	metode	penelitian	hukum	yang	

bertujuan	 untuk	 mengkaji	 hukum	 secara	 empiris	 dalam	 kenyataan	 sosial.	

Pendekatan	 ini	 dilakukan	 dengan	 mengamati	 perilaku	 masyarakat	 dalam	

kaitannya	dengan	hukum.	12	

Penelitian	ini	bersifat	deskriptif,	penelitian	deskriptif	adalah	penelitian	

yang	bertujuan	untuk	menggambarkan	secara	tepat	sifat-sifat	suatu	individu,	

keadaan,	gejala	atau	penyebaran	suatu	gejala	atau	frekwensi	adanya	hubungan	

 
11	Salim	HS	dan	Erlies	Septianan	Nurbani,	Penerapan	Teori	Hukum	Pada	Penelitian,	

Skripsi,	Tersis	dan	Disertasi,	Raja	Gra]indo	Persada,	Jakarta,	2013,	hlm.	20.	
12	Soerjono	Soekanto,	Pengantar	Penelitian	Hukum,	UI	Press,	Jakarta,	2008,	hlm.	43.	
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tertentu	antara	suatu	gejala	dan	gejala	lain	di	dalam		masyarakat.13	

	

	3.	HASIL	PENELITIAN	DAN	PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan	 Perjanjian	 Bagi	 Hasil	 (Mawah)	 Lahan	 Pertanian	 Di	

Gampong	Blang	Baro	Kecamatan	Bandar	Baru	Kabupaten	Pidie	Jaya	
Perjanjian	bagi	hasil	 tanah	pertanian	merupakan	wujud	kesepakatan	

antara	individu	yang	memiliki	hak	atas	sebuah	bidang	tanah	dan	penggarap,	

berdasarkan	kesepakatan	di	mana	penggarap	diperbolehkan	mengusahakan	

tanah	tersebut	dengan	pembagian	hasil	yang	telah	disepakati.14		

Di	 Gampong	 Blang	 Baro,	 perjanjian	 bagi	 hasil	 (mawah)	 dilakukan	

secara	 lisan	 berdasarkan	 kesepakatan	 antara	 pemilik	 lahan	 dan	 penggarap.	

Pembagian	hasil	umumnya	50:50,	namun	dapat	berubah	sesuai	penanggung	

biaya	 produksi.	 Jika	 biaya	 ditanggung	 pemilik,	 pembagian	 bisa	 2:1	 untuk	

pemilik,	 sebaliknya	 jika	 ditanggung	 penggarap,	 bagian	 penggarap	 menjadi	

lebih	besar.”.15		

Pelaksanaan	bagi	hasil	mawah	dilakukan	dalam	bentuk	lisan	atau	tidak	

tertulis,	dan	biasanya	hasil	panen	dibagi	dua,	tapi	bisa	juga	berbeda	tergantung	

kesepakatan	awal	antara	pemilik	lahan	dan	penggarap.	Tergantung	siapa	yang	

menanggung	biaya	produksinya.	Pelaksanaan	perjanjian	bagi	hasil	 (mawah)	

sudah	 menjadi	 kebiasaan	 turun-temurun.	 Sistem	 ini	 dijalankan	 atas	 dasar	

kesepakatan	dan	saling	percaya	antara	kedua	belah	pihak.16	

Perjanjian	bagi	hasil	dilakukan	secara	lisan	berdasarkan	saling	percaya	

dan	ridha,	sehingga	tetap	sah	menurut	Islam	selama	disepakati	kedua	pihak	

tanpa	merugikan.	Sebelum	menggarap,	mereka	membahas	pembagian	biaya	

produksi	seperti	benih	dan	pupuk.	Jika	biaya	ditanggung	pemilik,	hasil	dibagi	

 
13	 Fakultas	 Hukum	 Universitas	 Malikussaleh,	 Pedoman	 Penulisan	 Tugas	 Akhir,	

Lhouksemawe,	2019,	hlm.	12.	
14	Boedi	Harsono,	Hukum	Agraria	 Indonesia:	 Sejarah	Pembentukan	Undang-Undang	

Pokok	Agraria,	Isi	dan	Pelaksanaannya,	Edisi	Revisi,	Djambatan,	Jakarta,	2005,	hlm.	118.	
15	Sulaiman,	Geuchiek	gampong	Blang	Baro,	Wawancara	tanggal	7	April	2025.	
16	Muhammad,	Tuha	Peut	Gampong	Blang	Baro,	Wawancara	Tanggal	7	April	2025.	
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2:1	untuk	pemilik.	 Jika	ditanggung	penggarap,	pembagian	dibalik.	Bila	biaya	

bersama,	hasil	dibagi	rata.17	

Perjanjian	 bagi	 hasil	 (mawah)	 di	 Gampong	 Blang	 Baro	 berlangsung	

turun-temurun	 secara	 lisan,	 berdasarkan	 adat	 dan	 kepercayaan.	 Umumnya	

hasil	dibagi	50:50,	namun	bisa	60:40	jika	biaya	produksi	ditanggung	pemilik.	

Penggarap	 wajib	 merawat	 lahan	 sesuai	 kesepakatan.18	 Kerja	 sama	 muncul	

karena	keterbatasan	waktu	dan	tenaga	pemilik	lahan	untuk	menggarap	sawah.	

Lahan	dikelola	dengan	sistem	bagi	hasil	(mawah),	di	mana	pemilik	mendapat	

60%	 dan	 penggarap	 40%.	 Kesepakatan	 dilakukan	 secara	 lisan	 karena	

hubungan	kekeluargaan	dan	saling	kenal	lama.19	Perjanjian	bagi	hasil	(mawah)	

di	 Gampong	 Blang	 Baro	 dilakukan	 karena	 penggarap	 tidak	 memiliki	 lahan	

sendiri,	tidak	mampu	menyewa	secara	tunai,	dan	sistem	ini	dianggap	lebih	adil	

serta	 ringan	 secara	 ekonomi.	 Kesepakatan	 dilakukan	 secara	 lisan	 dengan	

pembagian	hasil	panen	60%	untuk	pemilik	lahan	dan	40%	untuk	penggarap.20	

Pelaksanaan	 perjanjian	 bagi	 hasil	 (mawah)	 dilakukan	 secara	 lisan	

antara	pemilik	lahan	dan	penggarap.	Umumnya,	penggarap	datang	langsung	ke	

rumah	 pemilik	 untuk	 meminta	 izin	 menggarap	 dan	 membahas	 pembagian	

hasil,	 biasanya	 60%	 untuk	 pemilik	 dan	 40%	 untuk	 penggarap,	 namun	 bisa	

berbeda	 sesuai	 kesepakatan.	 Perjanjian	 jarang	 disertai	 bukti	 tertulis	 atau	

saksi,	sehingga	saat	terjadi	konQlik,	seperti	gagal	panen	atau	pembagian	tidak	

adil,	sulit	dibuktikan.21	

Sistem	 bagi	 hasil	 dilakukan	 karena	 keterbatasan	 waktu	 dan	

kemampuan	 dalam	 mengelola	 lahan	 sendiri	 secara	 langsung.	 Jika	 lahan	

dibiarkan	 tanpa	dikelola,	 tidak	akan	memberikan	hasil	 apapun.	 Jadi	dengan	

melakukan	sistem	bagi	hasil	(mawah)	lahan	tetap	produktif	dan	pemilik	lahan	

memperoleh	bagian	dari	hasil	panen,	meskipun	tidak	terlibat	langsung	dalam	

 
17	Suhaimi,	Teungku	Imum	Gampong	Blang	Baro,	Wawancara	8	April	2025.	
18	Ilyas,		Ketua	Pemuda	Gampong	Blang	Baro,	Wawancara,	Tanggal	8	April	2025	
19	Ramli	Ishak,	Pemilik	lahan	Gampong	Blang	Baro,	Wawancara,	Tanggal	8	April	2025.	
20	Mujiburrahman,	Penggarap	lahan	Gampong	Blang	Baro,	Wawancara,	Tanggal	8	

April	2025	
21	Jamaliah,	Masyarakat	Gampong	Blang	Baro,	Wawancara,	tanggal	9	April	2025.	
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proses	 pertanian.	 Perjanjian	 ini	 juga	membantu	 petani	 yang	 tidak	memiliki	

lahan	untuk	 tetap	dapat	bertani.	 22	Perjanjian	bagi	hasil	 (mawah)	dilakukan	

karena	 faktor	 ekonomi,	 dimana	 penggarap	 tidak	 memiliki	 sawah	 sendiri.	

Kesepakatan	dilakukan	secara	lisan	berdasarkan	kepercayaan	dan	kebiasaan	

masyarakat	agar	tetap	bisa	bertani	dan	memperoleh	penghasilan.23		

Sistem	bagi	hasil	(mawah)	telah	menjadi	bagian	dari	adat	masyarakat	

Aceh	sejak	lama,	yang	didasarkan	pada	nilai	kepercayaan,	kekeluargaan,	dan	

keadilan	 sosial.	 Pelaksanaannya	 dilakukan	 secara	 lisan	 tanpa	 perjanjian	

tertulis,	dengan	pembagian	hasil	panen	disesuaikan	berdasarkan	kesepakatan	

antara	pemilik	lahan	dan	penggarap.	24	

Pelaksanaan	 perjanjian	 bagi	 hasil	 (mawah)	 di	 Gampong	 Blang	 Baro	

masih	bersifat	tradisional	dan	dilakukan	secara	lisan	tanpa	perjanjian	tertulis.	

Perjanjian	ini	didasarkan	pada	asas	kepercayaan	dan	hubungan	kekeluargaan	

yang	kuat,	serta	menjadi	bagian	dari	adat	istiadat	yang	turun-temurun.	Dalam	

praktiknya,	 perjanjian	 dilakukan	 tanpa	 saksi,	 dokumen	 tertulis,	 atau	

pencatatan	 resmi	dari	 aparat	desa.	Kondisi	 ini	menunjukkan	kuatnya	peran	

hukum	adat,	namun	lemah	dalam	aspek	pembuktian	hukum	formal	jika	terjadi	

sengketa.25		

Sistem	 pembagian	 hasil	 dalam	 mawah	 bersifat	 Qleksibel	 dan	

disesuaikan	dengan	kontribusi	biaya.	Jika	pemilik	lahan	menanggung	seluruh	

biaya,	 pembagian	 2:1	 untuk	 pemilik.	 Sebaliknya,	 jika	 penggarap	 yang	

menanggung,	maka	2:1	untuk	penggarap.	Jika	biaya	ditanggung	bersama,	hasil	

dibagi	rata	50:50.	Pola	 ini	mencerminkan	prinsip	musyawarah	dan	keadilan	

lokal	yang	tetap	dipegang	masyarakat	dalam	kerjasama	pertanian.26	

Di	 Gampong	 Blang	 Baro,	 terjadi	 sengketa	 perjanjian	 mawah	 antara	

pemilik	lahan	dan	penggarap	akibat	kesepakatan	yang	hanya	dilakukan	secara	

 
22	A	thalib,	Pemilik	Lahan	Dusun	Blang	Sunong,	Wawancara,	tanggal	13	Mei	2025.	
23	M.	Ali,	Penggarap	Lahan	Dusun	Blang	Sunong,	Wawancara,	tanggal	13	Mei	2025.	
24	Perwakilan	Majelis	Adat	Aceh	(MAA)	Kabupaten	Pidie	Jaya,	Wawancara,	tanggal	15	

Mei	2025.	
25	Sulaiman,	Geuchik	Gampong	Blang	Baro,	Wawancara,	tanggal	7	April	2025.	
26	Saiful,	Masyarakat	Gampong	Blang	Baro,	Wawancara,	tanggal	9	April	2025.	



PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL (MAWAH) LAHAN PERTANIAN DI GAMPONG 
BANG BARO KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA  
Muna Devi, Faisal, HerinawaE 
Vol. 8, No. 3, (Agustus) 2025 
 

	
	

Jurnal	Ilmiah	Mahasiswa	Fakultas	Hukum	Universitas	Malikussaleh	
e-ISSN:	2798-8457	|	Online	Access:	https://ojs.unimal.ac.id/jimJh/		

 

lisan	tanpa	bukti	tertulis	atau	saksi	dari	aparat	gampong.	Saat	panen,	terjadi	

ketidaksesuaian	dalam	pembagian	hasil.	Penggarap	merasa	hasilnya	kurang,	

sementara	 pemilik	 lahan	 mengklaim	 pembagian	 sudah	 sesuai.	 Kasus	 ini	

menunjukkan	 bahwa	 perjanjian	 lisan	 tanpa	 bukti	 konkret	 rentan	

menimbulkan	konQlik	dan	kesalahpahaman.27		

Berbeda	dengan	dusun	lain	di	Gampong	Blang	Baro,	yaitu	Dusun	Blang	

Sunong,	 yang	 juga	 menerapkan	 sistem	 mawah	 dengan	 rasio	 2:1,	

pelaksanaannya	 berjalan	 tanpa	 masalah.	 Meskipun	 perjanjian	 dilakukan	

secara	lisan,	kesepakatan	disampaikan	secara	terbuka	di	hadapan	saksi	dan	

didukung	oleh	hubungan	kepercayaan	yang	kuat.	Bahkan	saat	gagal	panen,	

kedua	pihak	menerima	hasil	 apa	 adanya	 tanpa	keberatan.	 Pembagian	hasil	

pun	dilakukan	secara	transparan	dan	adil.	

Dari	kedua	kasus,	disimpulkan	bahwa	pelaksanaan	perjanjian	mawah	

di	Gampong	Blang	Baro	sangat	dipengaruhi	aspek	sosial	dan	budaya.	Namun,	

untuk	 menjamin	 kepastian	 hukum	 dan	 mencegah	 sengketa,	 diperlukan	

legalitas	melalui	pencatatan	tertulis	atau	pengesahan	aparat	gampong,	sesuai	

Pasal	1338	KUHPer.	Kasus	di	Dusun	Blang	Sunong	menekankan	pentingnya	

pembuktian	 perjanjian,	 sejalan	 dengan	 Pasal	 1866	 KUHPerdata.	 Ketiadaan	

dokumen	menyulitkan	pembuktian	dan	sering	memerlukan	intervensi	pihak	

ketiga.	 Secara	 sosiologis,	 keberhasilan	 di	 dusun	 lain	 menunjukkan	 peran	

kepercayaan	dan	solidaritas	dalam	meredam	konflik,	namun	nilai-nilai	sosial	

tidak	dapat	sepenuhnya	menggantikan	perlindungan	hukum	formal.	

Perjanjian	bagi	hasil	(mawah)	sebenarnya	telah	diatur	dalam	Undang-

Undang	 No.	 2	 Tahun	 1960	 tentang	 Perjanjian	 Bagi	 Hasil.	 Namun,	

pelaksanaannya	 di	 Gampong	 Blang	 Baro	 dan	 Dusun	 Blang	 Sunong	 masih	

berlandaskan	 hukum	 adat	 setempat,	 yang	 berbeda	 dari	 ketentuan	 dalam	

undang-undang	 tersebut.	 Khususnya	 Pasal	 3	 yang	 mewajibkan	 perjanjian	

dibuat	 secara	 tertulis	 di	 hadapan	 Kepala	 Desa	 dengan	 disaksikan	 oleh	 dua	

orang	saksi	dari	masing-masing	pihak	dan	disahkan	oleh	Camat.	Sementara	di	

 
27	Muhammad,	Tuha	Peut	Gampong	Blang	Baro,	Wawancara	Tanggal	7	April	2025.	
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lapangan,	perjanjian	mawah	di	kedua	gampong	ini	tetap	dilakukan	secara	lisan	

tanpa	memenuhi	prosedur	hukum	formal	tersebut.	

Selanjutnya	 dalam	 Pasal	 4	 Undang-Undang	 No.	 2	 Tahun	 1960	

ditegaskan	 bahwa	 “perjanjian	 bagi-hasil	 diadakan	 untuk	 jangka	 waktu	

sekurang-kurangnya	3	(tiga)	tahun	bagi	tanah	sawah	dan	sekurang-	kurangnya	

5	 (lima)	 tahun	 bagi	 tanah	 kering.	 Jika	 pada	 saat	 berakhirnya	 jangka	waktu	

perjanjian	 bagi	 hasil	 di	 atas	 tanah	 tersebut	 masih	 terdapat	 tanaman	 yang	

belum	 dapat	 dipanen,	maka	 perjanjian	 bagi	 hasilnya	 terus	 berjalan	 sampai	

waktu	tanaman	itu	selesai	dipanen,	tetapi	perpanjangan	waktu	itu	tidak	boleh	

lebih	dari	1	(satu)	tahun”.	

B. Penyelesaian	 Sengketa	 Dalam	 Pelaksanaan	 Perjanjian	 Bagi	 Hasil	
(Mawah)	 Lahan	 Pertanian	 Di	 Gampong	 Blang	 Baro	 Kecamatan	

Bandar	Baru	Kabupaten	Pidie	jaya	

Upaya	 penyelesaian	 sengketa	 dalam	 perjanjian	 bagi	 hasil	 (mawah)	

lahan	pertanian	di	Gampong	Blang	Baro	Kecamatan	Bandar	Baru	Kabupaten	

Pidie	 Jaya	 menggunakan	 sistem	 hukum	 adat	 sebagai	 upaya	 dalam	

menyelesaikan	suatu	masalah	yang	terjadi.		

Meskipun	eksistensi	Peradilan	Adat	itu	sendiri	tiada	disebutkan	secara	

eksplisit	 dalam	 Qanun,	 tapi	 pelaksanaan	 di	 masyarakat	 memperlihatkan	

bahwasanya	 banyak	 sengketa	 perdata	 dan	 pidana	 diselesaikan	 di	 tingkat	

Peradilan	 Adat	 di	 Aceh.	 	 Dalam	 menyelesaikan	 sengketa	 atau	 perselisihan	

melalui	peradilan	adat	di	Aceh,	ditemukan	narit	maja	(petatah	petitih)	sebagai	

dasar	QilosoQis	penanganan	perselisihan,	yaitu:	“uleu	beumatee,	 	ranteng		bek		

patah”.28	

Penyelesaian	 sengketa	 dalam	 perjanjian	 bagi	 hasil	 (mawah)	 di	

Gampong	 Blang	 Baro	 lebih	 mengutamakan	 jalur	 kekeluargaan	 dan	 adat.	

Awalnya	 diselesaikan	 antar	 keluarga,	 jika	 gagal	 dilanjutkan	 melalui	

 
28	 Chairul	 Musa]ira,	 Jamaluddin,	 Hamdani,	 Penyelesaian	 Sengketa	 Tanah	 Warisan	

Melalui	 Peradilan	 Adat	 Gampong	 (Studi	 Penelitian	 di	 Kecematan	 Madat	 Kabupaten	 Aceh	
Timur),	Jurnal	Ilmiah	Mahasiswa	Fakultas	Hukum	Universitas	Malikussaleh,	Vol.	VI,	No.	2,	2023,	
hlm.	86.	https://doi.org/10.29103/jim]h.v6i2.10431.	
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musyawarah	 gampong	 dengan	 mediasi	 oleh	 aparat	 desa.	 Penyelesaian	

didasarkan	 pada	 keadilan,	 adat	 istiadat,	 serta	 prinsip	 musyawarah	 dan	

mufakat	sesuai	budaya	masyarakat	Aceh.29	

Penyelesaian	sengketa	bagi	hasil,	dilakukan	secara	musyawarah	dengan	

aparat	 gampong.	 	 Ketika	 ada	 yang	 bersengketa	 dipanggil	 dua	 pihak	 untuk	

duduk	 bersama	 dan	 ceritakan	 permasalahannya.	 Aparat	 gampong	 akan	

mencarikan	jalan	tengah	supaya	adil.	Tapi	masalah	muncul	karena	tidak	ada	

surat,	 dan	 tidak	 ada	 saksi.	 Jadi	 selalu	 dianjurkan	 supaya	 ke	 depan	 dibuat	

perjanjian	tertulis,	supaya	aman	untuk	dua	belah	pihak.30	

Penyelesaian	sengketa	dalam	perjanjian	bagi	hasil	di	Gampong	Blang	

Baro	 masih	 mengedepankan	 adat,	 namun	 masyarakat	 mulai	 menyadari	

pentingnya	perjanjian	tertulis	untuk	mencegah	sengketa	di	masa	depan.	Dalam	

proses	 penyelesaian,	 kedua	 pihak	 yang	 berselisih	 dipanggil	 untuk	

musyawarah,	 mendengarkan	 penjelasan	 dari	 masing-masing	 pihak,	 dan	

mencari	solusi	damai	secara	kekeluargaan.	31	

Musyawarah	 adalah	 upaya	 bersama	 dengan	 rendah	 hati	 untuk	

menyelesaikan	 suatu	 masalah	 dengan	 membahas	 dan	 mempertimbangkan	

masalah	dengan	tujuan	untuk	mencari	solusi.	Ini	lebih	cepat	dan	mudah	dalam	

penyelesaian	 sengketa.	 Kalau	 sudah	 dicoba	 untuk	 diselesaikan	 secara	

kekeluargaan	namun	belum	berhasil,	maka	kami	akan	membawa	masalah	ini	

ketingkat	desa	untuk	kami	selesaikan	bersama-sama	di	meunasah	atau	kantor	

geuchik.32	

Dalam	menghadapi	 sengketa,	 para	 pihak	 lebih	memilih	 penyelesaian	

melalui	musyawarah	dengan	melibatkan	aparat	gampong	untuk	menghindari	

proses	hukum	yang	rumit	dan	memakan	waktu.	Jalur	adat	dan	kekeluargaan	

tetap	menjadi	 pilihan	 utama,	 dimulai	 dari	musyawarah	 antar	 keluarga.	 Jika	

belum	 berhasil,	 penyelesaian	 dilanjutkan	 di	 meunasah	 dengan	 melibatkan	

 
29	Sulaiman,	Geuchiek	gampong	Blang	Baro,	Wawancara,	tanggal	7	April	2025.	
30	Muhammad,Tuha	Peut	Gampong	Blang	Baro,	Wawancara	tanggal	7	April	2025.	
31	Suhaimi,Teungku	Imum	Gampong	Blang	Baro,	Wawancara	tanggal	8	April	2025.	
32	Muhammad,	Tuha	Peut	Gampong	Blang	Baro,	Wawancara	tanggal	7	April	2025.	
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aparat	gampong.33	Setiap	sengketa	yang	terjadi	apabila	terdapat	laporan	pada	

aparat	 gampong,	 maka	 diselesaikan	 secara	 musyawarah	 atau	 kekeluargaan	

melalui	 aparat	 gampong,	 apabila	 tidak	 tercapai	 kesepakatan	 maka	 perkara	

sengketa	akan	dibawa	ke	Mukim.34	

Berdasarkan	hasil	wawancara,	penyelesaian	sengketa	dalam	perjanjian	

bagi	hasil	(mawah)	lahan	pertanian	di	Gampong	Blang	Baro	dilakukan	melalui	

hukum	 adat	 setempat.	 Upaya	 penyelesaian	 dilakukan	 melalui	 musyawarah	

gampong	 yang	melibatkan	Geuchik,	 Tuha	Peut,	 dan	Teungku	 Imum,	 dengan	

tujuan	memberikan	solusi	damai	bagi	pihak-pihak	yang	bersengketa.	

Dalam	 penyelesaian	 sengketa,	 masyarakat	 Gampong	 Blang	 Baro	 lebih	

mengutamakan	 jalur	 kekeluargaan.	 Jika	 tidak	 tercapai	 kesepakatan,	 baru	

dibawa	 ke	 tingkat	 gampong	 melalui	 mediasi	 oleh	 Geuchik	 atau	 Tuha	 Peut.	

Sengketa	 dalam	 pelaksanaan	 mawah	 jarang	 terjadi	 dan	 umumnya	 dapat	

diselesaikan	 secara	 damai	 di	 desa.	 Hal	 ini	 mencerminkan	 kuatnya	 nilai	

musyawarah,	 kekeluargaan,	 dan	 adat	 dalam	 mengatur	 hubungan	 sosial	

masyarakat	setempat.35		

Hasil	dari	penyelesaian	kasus	yang	terjadi	di	Gampong	Blang	Baro	yaitu	

berakhir	dengan	damai	dan	pemutusan	hubungan	kerja	antara	pemilik	lahan	

dan	 penggarap	 dilakukan	 atas	 dasar	 kesepakatan	 bersama,	 tanpa	 adanya	

paksaan	 dari	 pihak	 manapun,	 demi	 menjaga	 hubungan	 kekeluargaan	 dan	

menghindari	 perselisihan	 yang	 berkelanjutan.	 Hal	 ini	 menunjukkan	 bahwa	

masyarakat	 masih	 sangat	 mempercayai	 dan	 mengedepankan	 nilai-nilai	

kekeluargaan	dan	keadilan	adat,	sesuai	dengan	ketentuan	dalam	Qanun	Aceh	

Nomor	9	Tahun	2008	yang	mengatur	penyelesaian	sengketa	adat	secara	lokal.	

Selain	 itu,	 pendekatan	 ini	 juga	 bertujuan	 untuk	 menghindari	 konQlik	

berkepanjangan	yang	dapat	merusak	hubungan	sosial	antar	warga.	

Salah	 satu	 kendala	 utama	 dalam	 penyelesaian	 sengketa	 adalah	

ketiadaan	bukti	tertulis.	Perjanjian	lisan	tanpa	saksi	dan	tanpa	pencatatan	di	

 
33	Ilyas,	Ketua	Pemuda	Gampong	Blang	Baro,	Wawancara,	tanggal	8	April	2025.	
34	Perwakilan	Majelis	Adat	Aceh	(MAA),	Wawancara,	tanggal	15	Mei	2025.	
35	Jamaliah,	Masyarakat	Gampong	Blang	Baro,	Wawancara,	tanggal	9	April	2025.	
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gampong	 melemahkan	 posisi	 hukum	 para	 pihak	 saat	 terjadi	 perselisihan.	

KonQlik	 semestinya	 bisa	 dicegah	 jika	 sejak	 awal	 dibuat	 perjanjian	 tertulis	

dengan	 klausul	 jelas,	 termasuk	 tanggung	 jawab	 atas	 kerugian.	 Perjanjian	

tertulis	tidak	hanya	melindungi	hak	dan	kewajiban,	tetapi	juga	mempermudah	

penyelesaian	sengketa,	baik	melalui	adat	maupun	jalur	hukum	formal.		

Dalam	 praktiknya,	 aparat	 gampong	 telah	 menyadari	 pentingnya	

dokumen	tertulis	dalam	perjanjian	mawah.	Hal	ini	terlihat	dari	anjuran	Tuha	

Peut	agar	ke	depan	setiap	perjanjian	disertai	kesepakatan	tertulis	sederhana	

sebagai	bukti	yang	sah	apabila	terjadi	perbedaan	pendapat	atau	konQlik.	

4.	KESIMPULAN	

Pelaksanaan	perjanjian	bagi	hasil	(mawah)	pada	dua	kasus	di	Gampong	

Blang	Baro	masih	bersifat	lisan	dan	berdasar	asas	kepercayaan	antara	pemilik	

lahan	dan	penggarap,	tanpa	perjanjian	tertulis.	Pembagian	hasil	disesuaikan	

kesepakatan,	dengan	rasio	2:1	pada	kedua	kasus.	Pada	kasus	pertama,	hasil	

panen	 diterima	 tanpa	 perdebatan,	 sedangkan	 pada	 kasus	 kedua	 muncul	

permasalahan	 terkait	 pembagian	 hasil	 karena	 tidak	 adanya	 bukti	 tertulis.	

Padahal,	 menurut	 Undang-Undang	 Nomor	 2	 Tahun	 1960	 Pasal	 3	 dan	 4,	

perjanjian	bagi	hasil	seharusnya	dibuat	secara	tertulis	di	hadapan	kepala	desa	

serta	 disertai	 ketentuan	 jangka	waktu,	 sehingga	 praktik	 di	 Gampong	 Blang	

Baro	belum	sesuai	dengan	ketentuan	hukum	tersebut.		

Penyelesaian	sengketa	dalam	pelaksanaan	perjanjian	mawah	dilakukan	

melalui	mekanisme	adat	gampong.	Hasil	dari	penyelesaian	kasus	yang	terjadi	

di	 Gampong	 Blang	 Baro	 yaitu	 berakhir	 dengan	 damai	 dan	 pemutusan	

hubungan	 kerja	 antara	 pemilik	 lahan	 dan	 penggarap	 dilakukan	 atas	 dasar	

kesepakatan	 bersama,	 tanpa	 adanya	 paksaan	 dari	 pihak	 manapun,	 demi	

menjaga	 hubungan	 kekeluargaan	 dan	 menghindari	 perselisihan	 yang	

berkelanjutan.	
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